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KEPALA DESA KRANDEGAN
KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN KEPALA DESA KRANDEGAN
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
DI DESA KRANDEGAN KECAMATAN BAYAN KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KRANDEGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/ PMK.07/ 2022
tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, Penerima BLT
Desa hasil musyawarah desa khusus/musyawarah insidentil
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa
tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan
Langsung Tunai Desa Di Desa Krandegan Kecamatan Bayan
Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); >



10.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022
Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran
2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
960) ;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
201/PMK.07 /2022 tentang Pengelolaan Dana Desa ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 68 Tahun 2018 tentang
Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun 2018 Nomor 68);

Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 86 Seri E Nomor
54 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Purworejo Nomor 170 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun 2021);

Peraturan Bupati Purworejo Nomor 102 Tahun 2022 Tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun 2022 Nomor 960) ;

Peraturan Desa Krandegan Nomor 5 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Krandegan Tahun
Anggaran 2023 ( Lembaran Desa Krandegan Tahun 2022

Nomor 5 ). ﬁ



Memperhatikan : Berita Acara Nomor : 955.2/34/2023 tanggal 23 Februari
2023 tentang Musyawarah Desa Khusus Penetapan Keluarga
Penerima Manfaat Bantuan Lansung Tunai Dana Desa (BLT
Desa) Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KRANDEGAN TENTANG
PENETAPAN KELUARGA  PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DESA DI DESA KRANDEGAN KECAMATAN
BAYAN KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2023.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Purworejo sebagai unsur Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Purworejo.

4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Purworejo yang dipimpin
oleh Camat.

5. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertangung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di
Kabupaten Purworejo.

7. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

10. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah
dan ditetapkan secara demokratis.

11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang,
tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan
Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh
Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.



13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/ kota dan digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan  pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat
APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Daerah.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDes,
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut
RPJMDesa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.

17. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan
oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.

18. Peraturan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual,
dan final.

19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun.

20. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan
warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat
Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

21. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa
atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena
perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.

22. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan,
baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia
sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan
lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

23. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa
gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan,
dan tanah longsor.

24. Bencana Non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal
modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

25. Bantuan Langsung Tunai Desa, yang selanjutnya disebut BLT Desa,
adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang
bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan
diputuskan melalui musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

26.Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim yang
selanjutnya disebut Data P3KE adalah kumpulan informasi dan data
keluarga serta individu anggota keluarga hasil pemutakhiran Basis Data
Keluarga Indonesia (Pendataan Keluarga Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional/PK-BKKBN 2021) di setiap wilayah
pemutakhiran (RT/Dusun/RW) dan setiap tingkatan wilayah administrasi
(desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat) yang
tersimpan dalam file elektronik dan sudah divalidasi NIK oleh DUKCAPIL
serta memiliki status kesejahteraan (Desil).

27.Desil adalah kelompok per-sepuluhan yang menunjukkan tingkat

kesejahteraan Rumah Tangga. %



BAB II
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 2

(1) Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 diarahkan untuk
percepatan pencapaian SDGs Desa yang dilakukan sesuail dengan
kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa serta
dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa meliputi :

a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam.

(2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai
kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:
a. perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desadan pendataan

perkembangan desa melalui indeks desa membangun;

ketahanan pangan nabati dan hewani ;

pencegahan dan penurunan stunting ;

peningkatan kualitas sumberdaya manusia warga desa ;

peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh  dalam

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;

perluasan akses layanan Kesehatan sesuai kewenangan Desa;

dana operasional pemerintah desa paling banyak 3 % (tiga persen) dari

pagu Dana Desa setiap Desa;

penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrim ; dan

Bantuan Langsung Tunai Desa untuk mendukung percepatan

penghapusan kemiskinan ekstrim.

-
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BAB III
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
Pasal 3

(1) Bantuan Langsung Tunai Desa adalah pemberian uang tunai kepada
keluarga penerima manfaat di desa yang bersumber dari Dana Desa.

(2) Calon Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di desa
Krandegan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) data pensasaran
percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim.

(3) Dalam hal tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam
keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon
keluarga penerima manfaat BLT Desa dapat dari keluarga desil 2 (dua)
sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan
kemiskinan ekstrim.

(4) Dalam hal tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam
keluarga desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran
percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, calon penerima manfaat BLT
Desa ditetapkan berdasarkan Kkriteria :

a. kehilangan mata pencaharian ;
b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis
dan/ atau difabel ;
c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan ; atau
d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

&



Pasal 4

(1) BLT Desa dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Krandegan tahun anggaran 2023 bersumber dari Dana Desa Tahun 2023
paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dan paling banyak 25 % (dua puluh
lima persen) dari pagu Dana Desa tahun anggaran 2023 yang dibahas dan
disepakati dalam Forum Rapat Musyawarah Desa Khusus tentang
Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana
Desa Tahun 2023.

(2) Musyawarah Desa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
membahas dan menyepakati besaran Dana Desa yang dialokasikan untuk
BLT Desa dan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa.

(3) Jumlah Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa untuk 1 (satu) tahun
ditetapkan dalam Daftar Penerima Manfaat BLT Desa Tahun 2023.

(4) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu
Rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ke duabelas per
keluarga penerima manfaat.

(5) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) mengalami perubahan karena meninggal dunia
atau tidak lagi memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, keluarga
penerima manfaat yang tidak lagi memenuhi kriteria dapat digantikan
dengan keluarga penerima manfaat baru yang memenuhi kriteria
sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) yang dibahas
dan disepakati dalam Forum Musyawarah Desa Khusus tentang
Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana
Desa Tahun 2023.

(6) Dalam hal terdapat perubahan Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT
Desa yang meliputi penggantian, penambahan dan/atau pengurangan
keluarga penerima manfaat BLT Desa ditetapkan dengan Peraturan
Kepala Desa setelah dilaksanakan musyawarah desa khusus.

(7) Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa baru sebagaimana dimaksud ayat
(5) menerima BLT Desa setelah tercantum dalam Daftar Penerima Manfaat
BLT Desa.

BAB IV
PENYALURAN BLT DESA
Pasal 5

(1) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan
mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga)
bulan secara sekaligus.

(2) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan
oleh Pemerintah Desa secara tunai.

(3) Dalam hal penerima BLT Desa meninggal dunia, BLT Dana Desa bulan
berkenaan yang belum disalurkan, diterimakan kepada ahli waris yang
tercantum dalam Kartu Keluarga yang sama dengan KPM BLT Desa yang
meninggal dunia.

(4) Dalam hal ahli waris KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (9) telah
berusia 17 (tujuh belas tahun) atau lebih ,penyaluran BLT Desa bulan
berikutnya diterimakan langsung kepada ahli waris yang bersangkutan.

e



(5) Dalam hal ahli waris KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (9) belum
berusia 17 (tujuh belas) tahun , BLT Desa bulan berikutnya diterimakan
kepada wali dari ahli waris KPM BLT Desa yang bersangkutan dan disertai
dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa.

(6) Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa baru/pengganti, menerima
pembayaran BLT Desa hanya terhadap alokasi BLT Desa yang belum
disalurkan pada tahun anggaran 2023.

BAB V
PENUTUP
Pasal 6

Daftar nama keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dalam Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 7

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Krandegan.

Ditetapkan di Krandegan
pada tanggal 27 Februari 2023

KRANDEGAN,

Diundangkan di Krandegan
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